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BABIV 

PENUTlJP 

1. 	 Kesimpulan 

Dari berbagai uralan yang terdapat daJam bab-bab sebeJumnya, 

maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 

a. 	 Keberadaan Promissory note dalam transaksi pinjam-meminjam antar 

bank merupakan salah satu alat buktL Namun keberadaan promissory 

note belum memberikan perlindungan kepada pihak kreditur bahwa 

piutangnya akan dibayar. Promissory note dalam kedudukannya sebagai 

akta dibawah tangan masih sangat mungkin disangkal oleh pembuatnya 

baik mengenai materi maupun tanda-tangannya sehingga melemahkan 

perlindungan yang diharapkan bagi pihak kreditur (lending bank). 

b. 	 Apabila pada waktu yang telah ditentukan debitur (borrowing bank) 

tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi), maka bentuk 

perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pihak kreditur (lending 

bank), yaitu mengajukan gugatan perdata yang diatur dalam Burgerlijk 

Wetboek dan meng~iukan permohonan pailit melalui Bank Indonesia 

yang diatur dalam Undang-undang KepaiIitan. Kedua cara tersebut 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 
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2. 	 Saran 

a. 	 Agar dalam pcr:janjian pinjam-mcminjam antar bank dapat dibuat dalam 

akta yang berbentuk l10tariil (akta notaris) dimalla kedudukan dari akta 

l10taris merupakan alat bukti yang kuat dibandingkan dengan 

aktalperjanjian dibawah tangan. Dengan demikian para pihak khususnya 

pihak debitur sulit untuk menyangkal keberadaan akta notaris. 

b. 	 Perlunya dibuat suatu peraturan yang lebih menyederhanakan prosedur 

penagihan dalam per:janjian pinjam-meminjam antar bank sehingga 

pihak kreditur dalam memperoleh kembali pinjamannya tidak 

membutuhkan waktu yang lama. 
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